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ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan terhadap penyelesaian sengketa utang
piutang antara debitor dengan kreditor merupakan hal penting. Oleh karenanya
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang mengatur ketentuan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang dengan tujuan utama tercapainya Perjanjian Perdamaian
sebagai bentuk perlindungan hak-hak kreditor. Dalam melakukan penelitian,
penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan. Penulis melakukan penelitian terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 440K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dimana terjadi pembatalan
perjanjian perdamaian akibat perbuatan melawan hukum debitor yang dilakukan
dengan menyewakan alat workshop yang dimiliki tanpa sepengetahuan dan
persetujuan tim pengurus dan tidak terjaminnya pembayaran atas imbalan jasa tim
pengurus. Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian dalam
PKPU, perjanjian perdamaian tersebut dapat dimintakan pembatalannya yang
mengakibatkan debitor dinyatakan pailit. Proses pemeriksaan pembatalan
perdamaian mengacu pada pembuktian secara sederhana. Dalam hukum acara
pembatalan perdamaian, pengadilan memiliki kewenangan memberikan
kelonggaran untuk dapat menunaikan kewajibannya paling lambat 30 hari setelah
putusan pemberian pelonggaran diucapkan berdasarkan pasal 170 UU KPKPU.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Pembatalan Perdamaian, Kepailitan
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ABSTRACT

Along with the development of the times, the need for resolving debt disputes
between debtors and creditors is important. Therefore, Law Number 37 of 2004
concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations regulates the
provisions of the Suspension of Debt Payment Obligations with the main objective
of achieving a Peace Agreement as a form of protection of creditor rights. In
conducting the research, the author uses a normative legal research method with a
statutory regulatory approach. The author conducted a study on the Supreme Court
Decision Number 440K / Pdt.Sus-Pailit / 2024 where the cancellation of the peace
agreement occurred due to the debtor's unlawful act which was carried out by
renting out workshop equipment owned without the knowledge and approval of the
management team and the non-guarantee of payment for the management team's
services. As a legal consequence of the occurrence of a default on the peace
agreement in the PKPU, the peace agreement can be requested to be canceled
which results in the debtor being declared bankrupt. The process of examining the
cancellation of peace refers to simple evidence. In the procedural law for the
cancellation of a peace settlement, the court has the authority to grant leniency to
be able to fulfill its obligations no later than 30 days after the decision to grant
leniency is pronounced based on Article 170 of the KPKPU Law.

Keywords: Legal Protection, Creditors, Cancellation of Peace, Bankruptcy
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